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LAPORAN PERJALANAN DINAS 

 
I. Pendahuluan 

A. Umum/Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang 

perlu untuk melaksanakan bimbingan teknis dengan narasumber dari Kementerian 

PANRB. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Surat Sekretariat Daerah Nomor 005/757/411.000/2024 pada tanggal 17 April 

2024. 

2. Surat Perintah Tugas Nomor 090/34/411.315/2024 tanggal 2 Mei 2024 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan kualitas implementasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, 

Jalan Slamet Riyadi No. 437 Solo Jawa Tengah pada Hari Kamis – Jum’at  Tanggal 

2 – 3 Mei 2024. 

 

II. Kegiatan yang dilaksanakan 

a. Mengikuti paparan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pentingnya 

Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP. 

b. Tanya jawab dengan narasumber dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk 

c. Mengikuti tata cara penyusunan pohon kinerja  dan cascading kinerja dengan 

narasumber dari Kementrian PANRB 

d. Tanya jawab dengan narasumber dari Kementrian PANRB 

 

III. Hasil yang dicapai 

a. Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah  

Penjenjangan kinerja adalah menerjemahkan pohon kinerja yang sudah dilengkapi 

dengan indikator kepada komponen perencanaan strategis. Penjenjangan Kinerja 

bertujuan mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu 

dengan baik, Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, 

Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat serta Mampu 

menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Tahapan Penjenjangan Kinerja 

Instansi Pemerintah dapat di lakukan dengan berbagai tahapan, diantaranya : 
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1. Pohon Kinerja (Model Logis) 

Model Logis membantu menjenjangkan kinerja organisasi untuk mendapatkan 

kinerja yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat 

dan berdampak bagi kinerja organisasi. 

2. Tahap Penjenjangan Kinerja 

Pengimplementasian penjenjangan kinerja dilakukan melalui 5 tahapan yang 

terstruktur.  

a) Menentukan hasil (outcome)  

b) Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor)   

c) menguraikan faktor kunci keberhasilan menjadi kondisi antara hingga kondisi 

yang paling operasional 

d) Merumuskan indikator kinerja 

e) Menerjemahan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan 

3. Menerjemahkan Pohon Kinerja Dalam Struktur Perencanaan 

Proses penerjemahan ini adalah penting dalam penjenjangan kinerja karena akan 

mempengaruhi distribusi kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan 

dalam struktur organisasi.  

Tahapan Menuangkan Pohon Kinerja Ke Komponen Perencanaan dan Distribusi 

Kinerja Jabatan : 

a) Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja 

b) Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap 

Jabatan Kementerian/Lembaga 

c) Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap 

Jabatan Pemerintah Daerah 

 

b. Arahan Pak Asisten Deputi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi 

reformasi aparatur dan pengawasan : 

1. Kabupaten Kota nilai B kurang respon perbaikan, dan rekomendasi dari evaluator 

Kementrian PANRB. 

2. Komitmen 2/3 Perangkat Daerah utama dan pendukung penerapan penjenjangan 

kinerja baik minimal nilai A 

3. Masih ditemukan pohon kinerja masih terpaku pada dokumen anggaran 

4. Progress penjenjangan kinerja ada zoom dulu sebelum evaluasi  

5. Turunan matrix kinerja eselon 3 dan 4 perlu diperbaiki agar benar-benar bisa 

mendukung capaian outcome Perangkat Daerah 

6. Eselon  3 tidak bicara output tetapi outcome (intermediete atau immediete)  

7. Eselon  4 tataran operasional 

8. Pohon kinerja secara filosofis adalah pengurai permasalahan yang dihadapi 

9. Syarat nilai BB kabupaten ada aplikasi pengukuran kinerja 

10. Aplikasi harus di isi setiap triwulan sesuai PK atau matrik terkait komitmen 

pemenuhan pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang dimonev secara berkala  





Dokumentasi 

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Implementasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Solo, 2 – 3 Mei 2024 

 

 

Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hari Jum’at, Tanggal 3 Mei 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


